BABIV
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP CERAI TALAK
YANG DIAJUKAN OLEH SUAMI MURTAD DI PENGADILAN

AGAMA SURABAYA

. Analisis terhadap dasar Pengadilan Agama Surabaya menerima gugatan
perceraian oleh suami murtad

Pengadilan Agama merupakan peradilan tingkat pertama yang
berwenang mengadili perkara perdata Islam tertentu bagi orang-orang beragama
Islam di Indonesia, tidak mencakup seluruh perdata Islam.

Dalam melaksanakan peranannya sebagai pelaksana Kekuasaan
Kehakiman bagi orang-orang beragama Islam, Pengadilan Agama berpegang
pada beberapa asas tertentu, salah satunya adalah asas personalitas keislaman.
Maksud dari asas personalitas keislaman adalah yang tunduk dan yang dapat di
tundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang
mengaku menganut dan memeluk agama Islam. Dengan demikian asas
personalitas keislaman merupakan kekuasaan mutlak pengadilan yang

berhubungan dengan jenis perkara tertentu dan khusus, yang melalui kekuasaan
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memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu, yaitu golongan orang
yang beragama Islam.'

Asas personalitas keislaman diatur dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 2,
Pasal 49 dan Penjelasan Umum alenia ketiga Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama.

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama
Islam.

Pasal 2

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan

kehakiman bagirakyat pencari keadilan yang beragama Islam

mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang

ini.

Pasal 49

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,

dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-

orang yang beragama Islam di bidang:

perkawinan;

. waris;

wasiat;

hibah;

wakaf;

zakat;

. infagq;

shadaqah; dan

ekonomi syari'ah.

RO A0 o

Dengan demikian asas personalitas keislaman merupakan kesatuan

hubungan yang tidak terpisah dengan dasar hubungan hukum. Indikator untuk

' Makmun, “ Pengertian Asas Persopalitas Keislaman “, dalam http://makmum-
anshory.blogspot.com/2009/05/pengertian-asas-personalitas—keislam.html (6 Mei 2009).
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menentukan kewenangan pengadilan agama terhadap permasalahan yang terjadi
dalam kehidupan bermasyarakat yaitu, agama yang dianut kedua belah pihak
ketika terjadinya hukum dan hubungan ikatan mereka berdasarkan hukum
Islam. Jadi jika salah satu dari patokan itu tidak terpenuhi maka kedua belah
pihak yang bersengketa di bidang tersebut tidak berlaku asas personalitas
keislaman.?

Meskipun dalam pasal-pasal yang tercantum dalam Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan “perkara antara orang-orang yang
beragama Islam”, bukan berarti bahwa para pihaknya harus beragama Islam,
maksud dari ungkapan tersebut adalah termasuk orang atau badan hukum yang
dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam
mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Sebagaimana
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 14 “Seorang suami
yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan
menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat
tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan
isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan

agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”.?

2 Pengetahuan, “Asas Hukum Peradilan Agama ”, dalam

http://gokil8.wordpress.com/201 1/04/13/asas-hukum-peradilan-agama/ (13 Mei 2011).
3 Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975.
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Oleh karenanya, ketentuan yang melekat pada Undang-undang Nomor
50 Tahun 2009 tentang asas personalitas keislaman adalah:
‘1. Para pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam.
2. Perkara perdata yang disengketakan mengenai perkawinan, waris, wasiat,
hibah, wakaf, zakat, infaq, shadagah, dan ekonomi syari'ah.
3. Hubungan hukum yang melandasi berdasarkan pada hukum Islam, oleh
karena itu acara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.*
Mengenai perkara perceraian, sebagaimana yang tercantum dalam
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 30/TUADA-AG/III-UM/8/1983
tanggal 31 Agustus 1983 bahwa yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan
Pengadilan mana yang berwenang adalah hukum yang berlaku pada waktu
perkawinan dilangsungkan.’ Patokan yurisprudensi dapat pula dipakai sebagai
pendukung untuk memperkuat pendapat tersebut. Misalnya Putusan Mahkamah
Agung tanggal 15 Februari 1977 Nomor 726K/Sip/1976 yang secara normatif
menegaskan bahwa setiap penyelesaian sengketa perkawinan (perceraian)
ditentukan berdasarkan hubungan hukum pada saat perkawinan berlangsung,
bukan berdasarkan agama yang dianut pada saat sengketa terjadi.
Hubungan hukum yang terjadi pada saat perkawinan berlangsung bisa

dilihat melalui dimana akta perkawinannya dicatatkan, di Kantor Urusan

‘Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2012), 35.
5 Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal, 31 Agustus 1983.
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Agama atau Kantor Catatan Sipil. Apabila sescorang melangsungkan
perkawinan dengan hukum Islam di Kantor Urusan Agama, jika setelah
perkawinan berlangsung itu terjadi sengketa, perkaranya masih menjadi
wewenang Pengadilan Agama untuk mengadilinya.

Alasannya adalah karena lingkungan Peradilan Agama dan Peradilan
Umum mempunyai lingkup mereka sendiri-sendiri, lingkungan Peradilan
Agama tidak bisa ikut campur dalam akta perkawinan yang tercatat di Kantor
Catatan Sipil, sebaliknya Peradilan Umum juga tidak bisa ikut campur dalam
akta perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama.® Sebagaimana
perkawinan itu dicatatkan dengan bukti berupa akta nikah, perceraian juga
harus dilakukan di depan pengadilan untuk melegalkan perceraian yang terjadi
dan mendapatkan akta cerai sebagai bukti cerai, yang kemudian salinan putusan
percerain itu juga akan dikirim ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat
perkawinan dilangsungkan, dan dikirim ke PPN tempat kediaman mantan
suami dan mantan istri untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah
daftar yang disediakan untuk itu.

Tolak ukur asas personalitas keislaman terletak pada hubungan hukum
pada saat perkawinan dilangsungkan, artinya patokan keislaman seseorang

didasarkan pada faktor formil tanpa mempertimbangkan kualitas keislaman

¢ Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet
111, 1994), 32.
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seseorang. Apabila seseorang mengaku beragama Islam, maka pada dirinya
melekat asas personalitas keislaman. Ukuran Islam tidaknya sescorang bisa
dilihat dari identitas diri, pengakuan, amalan atau kesaksiannya, sebagaimana
tercantum dalam Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam.” Sedangkan patokan asas
personalitas berdasar saat terjadi hubungan hukum ditentukan oleh dua syarat:
pertama pada saat terjadinya hubungan hukum kedua pihak sama-sama
beragama Islam; kedua hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu
terscbut berdasarkan hukum Islam. Karena itu acara penyelesaiannya
berdasarkan hukum Islam di Pengadilan Agama.®

Dalam perkara Nomor 2247/Pdt.G/2011/PA.Sby. Pemohon dan
Termohon telah mengatakan bahwa mereka berdua adalah suami istri yang sah
dan mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Lumajang pada
tahun 1988. Akan tetapi, pada tahun 2004 Pemohon pindah agama dari Islam
pada Kristen, yang pada akhimya permohonan perceraian ini diajukan pada
tahun 2011.

Kasus ini menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk mengadilinya
karena keluarnya seseorang dari agama Islam tidak menghilangkan asas

personalitas keislamanan yang melekat pada perkawinan tersebut. Ini berarti

7 .
Ibid.
® Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Pustaka
Kartini, 1993), 39.
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bahwa pemohon yang beragama Kristen berhak untuk mengajukan gugatan
perceraian di Pengadilan Agama.

Jadi dapat disimpulkan bahwa keputusan untuk menerima perkara cerai
talak oleh suami yang tidak lagi beragama Islam tidak bertentangan dengan
Undang-undang yang berhubungan dengan Peradilan Agama, sebagaimana yang
juga dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 30/TUADA-

AG/III-UM/8/1983 tanggal 31 Agusuts 1983.

. Analisis terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam
memutus Perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Suami Murtad.

Pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim
dalam memutus perkara Nomor 2247/Pdt.G/2011/PA.Sby adalah perceraian
tersebut terjadi hanya karena perselisihan yang terus terjadi, murtadnya suami
hanya disebutkan sebagai penyebab perselisihan tanpa ada pasal atau dalil
hukum yang memperkuatnya. Hal ini terjadi dikarenakan hakim bersifat pasif.

Hakim didalam memeriksa perkara perdata bersifat pasif dalam arti kata
bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim
untuk diperiksa pada asasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan
bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha

mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya (Pasal 130
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HIR, 154 Rbg). Jadi pengertian pasif ialah bahwa hakim tidak menentukan luas
pada pokok perkara.9

Suami adalah imam bagi rumah tangganya, orang yang paling berperan
dalam kehidupan keluarganya. Berdasarkan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam
dikatakan bahwa suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah
tangganya, melindungi istri dan memberikan keperluan rumah tangga, serta
memberi pendidikan agama kepada istrinya.'®

Dalam kasus ini, faktor utama yang dijadikan alasan oleh pemohon
untuk mengajukan perceraian adalah perselisihan dan ketidakharmonisan rumah
tangga dan tidak bisa hidup rukun lagi. Berdasarkan sifat pasif yang melekat
pada hakim, maka hakim tidak bisa memutus kasus ini lebih dari pokok
sengketa yang diajukan oleh pemohon.

Oleh karenanya, jika dipandang dengan hukum Islam, apabila salah
seorang dari suami atau istri murtad, maka perkawinan mereka termasuk dalam
kriteria fasakh (batal) yang terjadi karena hal-hal lain yang datang kemudian
dan yang membatalkan perkawinan.ll Dalam kasus ini hal lain yang datang
kemudian setelah akad nikah adalah keluarnya suami dari agama Islam (murtad)
dan tidak mau kembali sama sekali. Sehingga jika perkawinan tersebut fasakh,

maka perkawinan itu berakhir saat itu juga seperti talak ba’in.

% F.j, “ Hukum Acara Perdata”, dalam http:/f-j-f-j.blogspot.com/2011/10/resume-hukum-
acara-perdata.html (25 Oktober 2011).

1% pasal 80 Kompilasi Hukum Islam

"' Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, Juz V111, (Bandung: al-Ma’arif, Cet II, 1983), 125.
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Fasakh yang disebabkan oleh kemurtadan salah seorang dari suami istri
tidak memandang apakah terjadi perselisihan antara suami istri atau tidak, tidak
memandang terjadinya keretakan rumah tangga atau tidak, apabila seseorang
dari suami atau istri telah keluar dari agama Islam, maka saat itu pula
pernikahan mereka berakhir dan batal. Suami istri tersebut tidak akan bisa
kembali hidup sebagai suami istri kecuali jika sescorang tersebut kembali
memeluk agama Islam dan melakukan akad nikah.

Perundang-undangan Indonesia mengatur fasakh yang terjadi karena
akad yang telah terjadi tidak memenuhi rukun maupun syaratnya dan karena
hal-hal yang datang setelah akad ke dalam bab tentang Pembatalan Perkawinan.
Pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tabhun 1974
tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum
Islam.

Prinsip yang dipakai di dalam perundang-undangan di Indonesia
mempersulit terjadinya perceraian, dan untuk memungkinkan terjadinya
perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan
persidangan di Pengadilan. Karena perundang-undangan hanya mengakui bahwa
perceraian itu hanya ada, sah dan mempunyai kekuatan hukum kalau terjadi di

Pengadilan.
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Pengadilan akan mempersulit jika pengajuan gugatan perceraian hanya
disebabkan oleh hal-hal yang sepele. Oleh karenanya dalam Penjelasan Pasal 22
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dikatakan bahwa “Sebab-sebab
perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh hakim
apakah benar benar berpengaruh dan prinsipiil bagi keutuhan kehidupan suami-
isteri.” Jadi bukan hanya sebatas perselisihan dan pertengkaran yang dijadikan
landasan oleh hakim, tapi juga penyebab dari perselisihan dan pertengkaran
tersebut.

Kasus ini menyatakan dengan terang perselisihan dan pertengkaran
antara pemohon dan termohon terus terjadi dan tidak dapat didamaikan lagi.
Salah satu penyebabnya adalah pindahnya pemohon dari agama Islam ke agama
Kristen, dan ini merupakan kejadian yang sangat prinsipiil dalam kelangsungan
rumah tangganya.

Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi,
dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-
turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain
di luar kemampuannya;

c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak yang lain;

e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
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f antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga;

g. suami melanggar taklik talak;

h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya
ketidakrukunan dalam rumah tangga.'”

Pasal tersebut digunakan oleh majelis hakim sebagai pertimbangan dan
dasar hukum untuk memutus perkara Nomor 2247/Pdt.G/2011/PA.Sby. akan
tetapi yang dipakai adalah alasan pada huruf f, bukan huruf h. Alasan utama
yang diajukan pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah
tangganya, bukan peralihan agama pemohon. Perselisihan dan pertengkaran
terus menerus ini dijadikan hakim sebagai indikasi bahwa rumah tangga mereka
sudah pecah dan tidak bisa disatukan lagi. Tetapi harusnya peralihan agama
pemohon ini dijadikan tambahan dalam putusan hakim. Meskipun peralihan
agama bukan alasan utama, karena yang mengajukan adalah suami yang riddah,
hakim tetap memiliki peluang untuk menjatuhkan putusan talak ba’in sugro
sebagaimana yang ditetapkan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Peradilan Agama (Buku II Edisi 2010) mengenai cerai talak suami
riddah ataupun pembatalan perkawinan sebagaimana Pasal 75 Kompilasi

Hukum Islam menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan itu tidak

berlaku surut terhadap suami atau istri yang murtad."”

2 pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.
1’ pasal 75.
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Putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh majelis hakim yang
diberi wewenang dalam mengadili, mengakhiri dan menyelesaikan sengketa
yang terjadi antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum. Oleh karenanya, hakim harus extra hati-hati dan
teliti dalam pengambilan putusan. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 2 Tahun 1990 disebutkan, pada asasnya cerai talak adalah merupakan
sengketa perkawinan antara kedua belah pihak, sehingga karenanya
permohonan cerai talak merupakan perkara contentius dan bukan perkara
voluntair. Untuk itu, produk hakim dalam permohonan tersebut dibuat dalam
bentuk kata putusan dengan amar dalam bentuk penetapan.

Kesempurnaan dalam sebuah putusan/penetapan, dalam amar putusan
harus memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Putusan/penetapan harus dimuat secara jelas.

2. Apakah seluruh petitum dari gugatan dikabulkan atau hanya sebagian dan
selebihnya ditolak atau seluruh gugatannya ditolak.

3. Dalam penctapan mengenai dikabulkannya sita jaminan maka penetapan
tersebut dalam putusan ini harus dinyatakan sah dan berharga, apabila
gugatan ditolak maka sita jaminan harus diperintahkan untuk diangkat atau
ditiadakan.

4. Dalam amar putusan mengenai gugatan perceraian dicantumkan pula masa

iddahnya.
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5. Harus ditentukan secara jelas pihak mana yang dihukum membayar perkara,
kecuali dalam perkara prodeo

6. Jumlah besar biaya perkara harus dicantumkan.'*

Adapun amar putusan (diktum) dalam perkara

Nomor2247/Pdt.G/2011/PA.Sby. ini adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Menceraikan perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon
(TERMOHON) ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk
mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan
Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat ;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang
hingga kini dihitung sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu
rupiah)."

Isi dari diktum di atas terdiri dari 4 point. Diktum pertama berupa
pengabulan permohonan pemohon. Diktum kedua berupa keputusan pengadilan
menceraikan perkawinan pemohon dan termohon. Diktum ketiga adalah

perintah untuk mengirimkan salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah di

4 Ahmad Aminuddin, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2012), 236.

' pengadilan Agama Surabaya, Salinan Putusan Nomor: 2247/Pdt.G/2011/PA.Sby.,
(Surabaya: PA. Sby., 2011), 8.
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Kantor Urusan Agama tempat tinggal pemohon dan termohon serta tempat
perkawinan dilangsungkan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 84 Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989. Diktum yang terakhir berupa pembayaran biaya perkara
oleh pemohon, sesuai dengan Pasal 89 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Amar putusan untuk diktum pertama dan terakhir selalu sama. Diktum
pértama adalah tentang diterima atau tidaknya perkara tersebut di pengadilan.
Diktum terakhir selalu tentang menghukum pihak yang kalah untuk membayar
biaya perkara, kecuali dalam perkara di bidang perkawinan biaya perkara selalu
dibebankan kepada penggugat atau pemohon. Diktum di tengah, di antara
diktum pertama dan terakhir, itulah putusan tentang pokok perkara.'®

Dalam diktum (amar putusan) dalam perkara Nomor
2247/Pdt.G/2011/PA.Sby ini terdapat beberapa keganjalan, yaitu:

Pertama, dalam hukum acara, diktum adalah jawaban dari petitum.
Jadi jika suami yang murtad dalam petitumnya meminta izin untuk
menjatuhkan talak satu raj’i, maka scharusnya dalam diktum dicantumkan
jawaban dari petitum tersebut, yaitu memberi izin atau tidak memberi izin bagi
pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i. Tetapi dalam putusan ini tidak

ada jawaban atas petitum tersebut, ketika suami meminta izin menjatuhkan

16 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Pengadilan Agama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet
111, 1994), 205.
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talak, jawabannya justru menceraikan perkawinan antara pemohon dan
termohon. Hal ini tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku, yaitu diktum
adalah jawaban dari petitum."”

Kedua, amar putusan “menceraikan perkawinan” bisa diartikan bahwa
perceraian ini bukan dengan ikrar talak sebagaimana cerai talak pada umumnya,
bukan atas kehendak suami, tapi Pengadilan Agama yang menceraikan
perkawinan mereka atau disebut juga dengan fasakh atau pembatalan
perkawinan yang disebabkan oleh suami yang murtad. Diktum kedua ini bisa
diartikan sebagai pembatalan perkawinan, selain karena kalimat yang
digunakan adalah “menceraikan” bukan “memberi izin cerai’, juga karena
dalam diktum itu tidak disebutkan cerai apa yang dijatuhkan.

Ketiga, dalam putusan tentang pokok perkara, yaitu diktum nomor dua
dikatakan bahwa “Menceraikan perkawinan antara Pemohon dengan
Termohon”.'® Kalimat ini menimbulkan ambiguitas dan menimbulkan beberapa
kemungkinan karena tidak disebutkan perceraian apa yang dijatuhkan oleh
Pengadilan Agama, apakah talak ra/ ’i sebagaimana yang diminta dalam
petitum, ataukah diputus ba’in sugro sebagaimana yang ditetapkan oleh
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II Edisi

2011) atau diputus dengan fasakh dan dimasukkan sebagai pembatalan

17 Goleman, Hakim Humas Pengadilan Agama Surabaya, Wawancars, Surabaya, 14 Mei
2012.

'8 pengadilan Agama Surabaya, Salinan Putusan Nomor: 2247/Pdt.G/2011/PA.Sby.,
(Surabaya: PA. Sby., 2011), 8.
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perkawinan. Jenis talak yang dijatubkan sangat penting karena kedepannya
akan menimbulkan akibat-akibat hukum yang berbeda pada tiap jenis talak.
Tiga kemungkinan itu adalah

1. Talak rg/’i

Kemungkinan ini muncul karena dalam petitumnya pemohon
meminta izin untuk menjatuhkan talak raj’% sedangkan dalam diktum ini
tidak dibahas tentang talak raj’%. Jadi bisa dimungkinkan bahwa kalimat
“menceraikan” ini dipakai untuk menguatkan diktum pertama yaitu
mengabulkan permohonan pemohon, dan salah satu permohonan pemohon
adalah meminta izin untuk menjatuhkan talak satu raj’s.

Padahal dalam hukum Islam, talak raj’i adalah jenis talak yang
paling tidak mungkin digunakan dalam kasus ini, yaitu perceraian karena
pertengkaran yang terus timbul sebagai akibat dari murtadnya suami. Talak
raj’i dapat dirujuk tanpa persetujuan istri, maka jika kasus ini diputus
dengan talak raj’, itu berarti suami murtad bisa merujuk istri tanpa
persetujuan istri dan tetap dalam perkawinannya, karena talak raj’7 adalah
talak dimana suami memiliki hak untuk merujuk istrinya tanpa kehendak
istri.'” Hal ini bertentangan dengan hukum Islam yaitu membiarkan istri

muslimah kembali kepada suaminya yang riddah.

'9 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Terj. Imam Ghazali Said dari Bidayatul Mujtahid, Juz 11,
(Jakarta: Pustaka Amani, Cet III, 2007), 538.
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Tetapi jika dilihat dari pertimbangan hukum dan dalil hukum yang
digunakan Majelis Hakim, talak raj7 adalah putusan yang paling dekat
kemungkinannya. Selain karena pasal-pasal yang digunakan hanyalah
tentang perselisihan, juga karena dalam petitumnya pemohon meminta izin
untuk menjatuhkan talak satu ra/’% Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum
Islam huruf f disebutkan bahwa antara suami dan istri terus-menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga. Pasal ini digunakan majelis hakim sebagai
pertimbangan hukum dalam memut us perkara Nomor
2247/Pdt.G/2011/PA.Sby.

Maka jika putusan talak raj’i digunakan dalam perkara riddabh, itu
menyalahi Hukum Acara Pengadilan Agama dan Hukum Islam.

. Talak ba’in sugra

Jika memang perkara perceraian yang diajukan oleh suami murtad
dalam perundang-undangan di Indonesia dikategorikan sebagai cerai talak,
maka scharusnya putusan yang diberikan juga sesuai dengan Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II Edisi 2010).

Dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
Agama (Buku II Edisi 2010) yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung
Republik Indonesia, dinyatakan bahwa cerai talak diajukan oleh pihak

suami yang petitumnya memohon untuk diizinkan menjatuhkan talak
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terhadap isterinya. Suami yang riddah (keluar dari agama islam) yang
mengajukan perceraian harus berbentuk gugatan. Amar putusannya bukan
memberikan izin kepada suami untuk mengikrarkan talak, akan tetapi, talak
dijatuhkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam bentuk
putusan.20

Poin terpenting dalam Buku II ini tentang suami yang keluar dari
agama Islam adalah untuk keseragaman, amar putusan cerai talak yang
diajukan oleh suami yang riddah (keluar dari agama Islam) berbunyi :
“Menjatuhkan talak satu ba’in sugra Pemohon (nama ..... bin .....) terhadap
Termohon (nama ..... binti .....)".*'

Dalam Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dikatakan
bahwa Talak ba‘in sugra adalah talak yang terjadi qabla ad-dukhul, talak
dengan tebusan atau khu/u’, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya mengatakan bahwa:

“Dalam pandangan hakim yg dulu (lama) tidak ada istilah fasakh, jadi
jika putusnya perkawinan karena murtad atau riddah tidak ada istilah
fasakh, tapi hakim yang menceraikannya, oleh karena itu, kata yang
digunakan adalah “menceraikan”. Menceraikan dengan cerai ba’in
sugra. Tapi seharusnya ditegaskan menceraikan perkawinan dengan
talak ba’in sugra. Dianggap saja seperti itu.”

Meskipun pertimbangan hakim adalah tentang pertengkaran dan

perselisihan terus menerus terjadi antara suami istri, majelis hakim bisa

 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
Agama (gm II Edisi 2010), (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010) 152.
bid., 153.
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memutus dengan talak ba’in sugra. Hal ini karena yang mengajukan adalah
suami yang murtad sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Peradilan Agama (Buku II Edisi. 2010). Pertimbangan
mengenai murtadnya suami tidak dijadikan alasan oleh hakim adalah karena
dalam beracara hakim bersifat pasif, schingga ruang lingkup atau luas pokok
sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada asasnya
ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim.

Jika putusan dalam kasus ini adalah ba’in sugra, maka putusan ini
sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
Agama (Buku II Edisi 2010) dan juga sesuai dengan figh mazhab Hanafi.

. Fasakh atau pembatalan perkawinan

Dalam hukum Islam, bila salah seorang dari suami istri murtad
atau keluar dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya
fasakh karena kemurtadan yang terjadi belakangan. Hal ini juga disetujui
oleh hakim Pengadilan Agama Surabaya, dimana beliau sependapat jika ada
seorang dari suami dan istri murtad, maka ini termasuk dalam pembatalan
perkawinan atau fasakh. Fasakh dalam perUndang-undangan diatur dalam
Pembatalan Perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 75

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:
a. perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri

murtad;
b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
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c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan
beriktikad .baik, sebelum keputusan ) 2pembatalan perkawinan
mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Tapi jika putusan ini disebut sebagai fasakh, pertentangan akan
muncul karena pengajuan permohonan dari suami riddah dalam perundang-
undangan Indonesia tergolong scbagai cerai talak bukan pembatalan
perkawinan atau fasakh. Dalil-dalil hukum yang digunakan oleh hakim
dalam kasus inipun bukan tentang pembatalan perkawinan, tetapi tentang
perceraian, tidak ada pertimbangan dan dasar hukum para hakim yang
menyebutkan tentang pembatalan perkawinan ataupun kemurtadan suami.

Apabila putusan yang dimaksud dalam kasus ini adalah fasakd,
maka putusan ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, mayoritas ulama
dan pendapat majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya, tetapi
bertentangan dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan Agama (Buku II Edisi 2010).

Dilihat dari ketiga kemungkinan di atas, di luar dalil hukum yang
digunakan oleh hakim, maka putusan ba’in sugra atau fasakh lebih bisa diterima
menjadi putusan dari kasus ini, karena suaminya bukan lagi orang Islam. Hakim
Pengadilan Agama mengutarakan pendapatnya dalam kasus perceraian yang

terjadi jika salah satu suami istri murtad, yaitu:

22 pasal 75 Kompilasi Hukum Islam
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“Cerai yang dilakukan oleh orang murtad dalam perUndang-undangan
Indonesia masuk dalam cerai talak bukan fasakh (pembatalan
perkawinan). Saya lebih sependapat jika riddah atau murtad itu
dimasukkan dalam pembatalan perkawinan. Perkara perceraian berarti
yang bisa mengajukan hanyalah suami jika cerai talak dan istri jika cerai
gugat, pihak lain selain mereka berdua tidak bisa mengajukan perceraian.
Berbeda dengan pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan atau
fasakh memberi peluang kepada orang lain utnuk mengajukan pembatalan
perkawinan ke Pengadilan Agama. Tapi kalau dimasukkan cerai talak,
jika suami istri yang berbeda agama merasa enjoy dan tidak ada masalah,
maka perkawinan mereka bisa terus berlanjut. Tapi kalau dimasukkan ke
dalam pembatalan perkawinan, bisa diajukan oleh pihak selain suami istri,
bisa orangtuanya, atau anak-anaknya. Padahal dalam Pasal 75 Kompilasi
Hukum Islam dikatakan bahwa jika salah satu dari suami atau istri murtad
maka masuk dalam bab pembatalan perkawinan.””

Pada dasarnya perceraian yang texja&i jika salah satu suami istri
murtad maka perkawinannya batal atau fasakh, perceraian bentuk fasakh itu
berstatus ba’in sugra. Bila mantan suami dan mantan istri berkeinginan untuk
melanjutkan perkawinannya, mereka harus melakukan akad nikah baru, baik
dalam waktu mantan istri menjalani masa “%ddah dari suami itu atau setelah
selesainya masa ‘iddah**

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di
depan sidang pengadilan. Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-
akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah

mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

B goleman, Hakim Pengadilan Agama Surabaya, Wawancara, Surabaya, 14 Mei 2012,
2% Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009), 253.
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Kurang jelasnya putusan yang diberikan dalam perkara ini
menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi jika digali lebih
dalam kepada majelis hakim yang terkait, dikatakan bahwa yang dimaksud
dengan “Menceraikan perkawinan antara pemohon dan termohon” adalah talak
ba’in sugra. Meskipun dalil yang digunakan adalah tentang pertengkaran dan
perselisihan dalam rumah tangga dan tidak bisa rukun lagi, mestinya murtadnya
pemohon dijadikan tambahan dalam putusan ini. Tetapi karena yang
mengajukan adalah suami yang murtad, maka putusan ba’in sugra bisa
dijatuhkan dalam putusan kasus ini.

Putusan ba’in sugra merupakan putusan yang sesuai dengan figh
mazhab Hanafi dan hukum acara sebagaimana diterangkan dalam Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II Edisi 2010).
Sedangkan akibat hukum yang timbul adalah sesuai dengan akibat hukum

terhadap wanita yang tertalak ba’in sugra.



